BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 53 /KEP/412.013/2026

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026

BUPATI BOJONEGORO,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, pada prinsipnya
menyatakan bahwa Perangkat Daerah dapat mengajukan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah untuk dimasukkan
ke dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,

perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program
Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018;

Memutuskan ...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2026.
KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan hasil ajuan dari Perangkat
Daerah dan sebagai pedoman pembentukan Peraturan Kepala
Daerah yang tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KETIGA : Dalam keadaan tertentu Perangkat Daerah dapat mengajukan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah diluar Program
Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA, karena alasan:
1. mengalami keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau
bencana alam;
2. perubahan Program Pembentukan Peraturan Kepala
Daerah tahun berkenaan;
3. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan
adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Kepala
Daerah; dan
4. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan
Kepala Daerah ditetapkan.
KEEMPAT : Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KETIGA selanjutnya dituangkan dalam
Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Perubahan Program
Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tahun berkenaan.
KELIMA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro -
pada tanggal 28 Februari

BUPATI BOJONEGORO,

et

SETYO WAHONO



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/ 93 /KEP/412.013/2026

TANGGAL

26 FEBRUARI 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026

NO

JUDUL RAPERKADA

JENIS RAPERKADA

BARU

UBAH

CABUT

KETERANGAN

Teknis Pemberian THR dan Gaji 13
yang Bersumber dari APBD

\]

Usulan Badan
Pengelolaan

Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten

Bojonegoro

Pedoman Pengelolaan Belanja
Bantuan Keuangan Antar Daerah
Antar Daerah
Kabupaten/Kota yang Bersumber

dari APBD Kabupaten Bojonegoro

Provinsi dan

Usulan Badan
Pengelolaan

Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten

Bojonegoro

Manajemen Kas

Usulan Badan
Pengelolaan

Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten

Bojonegoro

Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Usulan Badan
Pengelolaan

Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten

Bojonegoro

Penjabaran Perubahan APBD TA
2026

Usulan Badan
Pengelolaan

Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten

Bojonegoro

Penjabaran APBD TA 2027

Usulan Badan
Pengelolaan

Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten

Bojonegoro

Tata Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Usulan Badan
Pengelolaan

Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten

Bojonegoro




8 | Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Usulan Dinas
Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Pemberdayaan
Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Masyarakat dan
di Kabupaten Bojonegoro Tahun Desa Kabupaten
2026 Bojonegoro

9 | Rencana Pembangunan Kawasan Usulan Dinas
Perdesaan  Agrowisata Pertanian Pemberdayaan
Terpadu Kecamatan Sekar Masyarakat dan
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025- Desa Kabupaten
2029 Bojonegoro

10 | Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Usulan Dinas
Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Pemberdayaan
Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Masyarakat dan
Desa di Kabupaten Bojonegoro Desa Kabupaten

Bojonegoro

11 | Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Usulan Dinas
Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Pemberdayaan
Desa dan Staf Pemerintah Desa Masyarakat dan

Desa Kabupaten
Bojonegoro

12 | Pembentukan Desa Persiapan Usulan Dinas
Sidomulyo di Kecamatan Pemberdayaan
Tambakrejo, Desa Persiapan Masyarakat dan
Sidokumpul di Kecamatan Kalitidu, Desa Kabupaten
Desa Persiapan Kedungrejo di Bojonegoro
Kecamatan Dander, dan Desa
Persiapan Jambean di Kecamatan
Bojonegoro

13 | Standar Pelayanan Minimal Desa Usulan Dinas

Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa Kabupaten
Bojonegoro

14 | Batas Desa dan Kelurahan di Usulan Dinas

Wilayah Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa Kabupaten
Bojonegoro

15 | Batas Desa di Wilayah Kecamatan Usulan Dinas
Ngasem Pemberdayaan

Masyarakat dan
Desa Kabupaten
Bojonegoro




16 | Batas Desa di Wilayah Kecamatan Usulan Dinas
Bubulan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa Kabupaten
Bojonegoro
17 | Batas Desa di Wilayah Kecamatan Usulan Dinas
Balen Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa Kabupaten
Bojonegoro
18 | Batas Desa di Wilayah Kecamatan Usulan Dinas
Kapas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa Kabupaten
Bojonegoro
19 | Batas Desa di Wilayah Kecamatan Usulan Dinas
Kalitidu Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa Kabupaten
Bojonegoro
20 | Batas Desa di Wilayah Kecamatan Usulan Dinas
Purwosari Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa Kabupaten
Bojonegoro
21 | Batas Desa di Wilayah Kecamatan Usulan Dinas
Temayang Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa Kabupaten
Bojonegoro
22 | Batas Desa di Wilayah Kecamatan Usulan Dinas
Margomulyo Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa Kabupaten
Bojonegoro
23 | Batas Desa di Wilayah Kecamatan Usulan Dinas
Sukosewu Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa Kabupaten
Bojonegoro
24 | Batas Desa di Wilayah Kecamatan Usulan Dinas
Sekar Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa Kabupaten
Bojonegoro




25 | Batas Desa di Wilayah Kecamatan Usulan Dinas
Ngambon Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa Kabupaten
Bojonegoro
26 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Usulan Dinas
tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan
Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Masyarakat dan
Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Kabupaten
Desa di Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro
Tahun 2026
27 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Usulan Dinas
Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan
Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Masyarakat dan
Desa, Staf Pemerintah Desa dan Desa Kabupaten
Tunjangan Anggota Badan Bojonegoro
Permusyawaratan Desa
28 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Usulan Dinas
Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan
Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Masyarakat dan
Tunai Pada Pemerintah Desa di Desa Kabupaten
Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro
29 | Pedoman Penetapan dan Petunjuk Usulan Dinas
Teknis Remunerasi Pada Badan Kesehatan
Layanan Umum daerah Pusat Kabupaten
Kesehatan Masyarakat Bojonegoro
30 | Pedoman Pelaksanaan Peraturan Usulan Dinas
Daerah Kabupaten Bojonegoro Kesehatan
Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kabupaten
Kawasan Tanpa Rokok Bojonegoro
31 | Penataan dan Pengendalian Usulan Dinas
Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Pekerjaan =~ Umum
Bina Marga dan
Penataan Ruang
Kabupaten
Bojonegoro
32 | Tata Cara Pemberian Insentif dan Usulan Dinas

Disinsentif Pengendalian
Pemanfaatan Ruang  Kabupaten
Bojonegoro

Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Penataan Ruang
Kabupaten
Bojonegoro




33 | Tata Cara Pengenaan  Sanksi Usulan Dinas
Administratif Pelanggaran Pekerjaan Umum
Pemanfaatan Ruang Bina Marga dan

Penataan Ruang
Kabupaten
Bojonegoro

34 | Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Usulan Dinas
Perkotaan Sumberrejo Tahun 2025- Pekerjaan Umum
2045 Bina Marga dan

Penataan Ruang
Kabupaten
Bojonegoro

35 | Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Usulan Dinas
Perkotaan Temayang Tahun 2025- Pekerjaan ~ Umum
2045 Bina Marga dan

Penataan Ruang
Kabupaten
Bojonegoro

36 | Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Usulan Dinas
Perkotaan Padangan Tahun 2025- Pekerjaan Umum
2045 Bina Marga dan

Penataan Ruang
Kabupaten
Bojonegoro

37 | Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Usulan Dinas
Perkotaan Baureno Tahun 2025- Pekerjaan Umum
2045 Bina Marga dan

Penataan Ruang
Kabupaten
Bojonegoro

38 | Jadwal Retensi Arsip Usulan Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Kabupaten
Bojonegoro

39 | Tata Kearsipan dan Kode Klasifikasi Usulan Dinas

Arsip Perpustakaan dan
Kearsipan
Kabupaten
Bojonegoro

40 | Petunjuk Teknis Standar Operasional Usulan Satuan
Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bojonegoro Kabupaten

Bojonegoro




41 | Pelaksanaan Peraturan Daerah Usulan Dinas
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perumahan,
Bangunan Gedung Kawasan

Permukiman dan
Cipta Karya
Kabupaten
Bojonegoro

42 | Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usulan Dinas

Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan
Kabupaten
Bojonegoro, RSUD
Dr. R. Sosodoro
Djatikoesoemo

43 | Remunerasi Pada Badan Layanan Usulan Dinas

Umum Daerah Bidang Kesehatan
Kabupaten
Bojonegoro, RSUD
Dr. R. Sosodoro
Djatikoesoemo

44

Piagam  Pengawasan Intern di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro

Usulan Inspektorat

45

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro

Usulan Inspektorat

46 | Pedoman Audit Investigasi Usulan Inspektorat
47 | Pengelolaan Konflik Kepentingan Usulan Inspektorat
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro
48 | Pelaksanaan Peraturan Daerah Usulan Bagian

Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Bantuan Hukum untuk Masyarakat
Miskin

Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten
Bojonegoro

BUPATI BOJONEGORO,

.

SETYO WAHONO




